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KEPALA DESA PESIDI

PERATURAN DESA PESIDI
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PESIDI;

	Menimbang
	:
	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, Pemerintah Desa menetapakan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan Desa Adat.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pesidi Kecamatan Grabag.


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Berita negara Republik Indonesia Nomor 4221;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor  41);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169,Tambahan lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Mentari Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (berita Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magelang.

	
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PESIDI
Dan
KEPALA DESA PESIDI

MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN DESA PESIDI TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA


	
	
	
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :
(1) Daerah adalah Kabupaten Magelang
(2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magelang.
(3) Bupati adalah Bupati Magelang
(4) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang.
(5) Perangkat Daerah adalah Usnur pembantu Kepala Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelanggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi keweanagan daerah.
(6) Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerinthan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani seagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
(7) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal usul daan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(8) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia. 
(9) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
(10) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
(11) Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul keweangan lokal berskala desa,kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah,Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Daerah/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi,atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12) Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dadalah hal yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesusi dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
(13) Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyaratan Desa (BPD); 
(14) Klarifikasi adalah pengkajian dan penialaian terhadap Perayuran di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi.
(15) Rencana Pembangunan Jangka Menegah Desa, selanjutnya didingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
(16) Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(17) Anggaran pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDESa adalah Rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
(18) Program Desa adalah Penjabaran kebijakan Pemerintah Desa dalam bentuk upaya yang berisi asatu atau lebih kegiatan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Desa.
(19) Kegiatan Desa adalah bagian dari program Desa yang dilaksanakan oleh Perangkat Desa dengan mengerahkan sumber daya manusia,peralatan dana sebagai masukan untuk menghasilkan keluarag dalam bentuk barang/jasa.

BAB II
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 2
Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain : 
a. Merupakan warisan sepanjang masih hidup;
b. Sesuai perkembangan masyarakat; dan
c. Sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pasal 3
1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. Sistem organisasi masyarakat adat;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
e. Pengembangan peran masyarakat Desa.
2) Kewenagan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana pada ayat (1), setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
a. Pengelolaan seni budaya setempat
b. Peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat.
c. Panataan kelembagaan tradisi desa,meliputi: kaum,tamping, juru kunci dll.
d. Makam/punden,penjaga balai desa, dan penjaga masjid;
e. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
f. Pembinaan ketentraman masyarakat;
g. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
h. Pengamanan penetapan gatas pemilikan tanah masyarakat;
i. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
j. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
k. Pengelolaan kekayaan dan aset desa;
l. Pelestarian niali-nilai gotong royong masyarakat;
m. Pemakaman Desa dan petilasan; dan
n. Pembinaan rembug-rembug warga
BAB III
KEWEANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4
Kriteria kewenangan lokal berskala desa antara lain :
a. Sesuai kepentingan masayarakat desa;
b. Telah dijalankan oleh Desa;
c. Mampu efektif dijalankan oleh Desa;
d. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa;

Pasal 5
1) Kewenangan lokal berskala desa meliputi :
a. Pengelolaan tambatan perahu
b. Pengelolaan pasar Desa;
c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
d. Pengelolaan jaringan irigasi;
e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. Pengeloaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. Pengelolaan embung Desa;
j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian.
2) Selain keweangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
a. Pengukuran,pelacakan dan sketsa peta batas desa;
b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
c. Pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
d. Pengelolaan aset milik desa;
e. Pelaksanaan kerjasama antar desa;
f. Pengelolaan aset milik desa;
g. Pengelolaan arsip desa;
h. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
i. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
j. Pengelolaan ekonomi lokal desa;
k. Pengelolaan lumbung desa;
l. Pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologo tepat guna;
m. Pengelolaan lumbung desa;
n. Pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
o. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
p. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
q. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik desa;
r. Pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
s. Pengelolaan wisata milik desa;
t. Pengelolaan persampahan berskala desa;
u. Pembinaan olehraga desa;
v. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa; dan
w. Peningkatan kapastitas aparatur desa, BPD dan lembaga desa lainnya.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pesidi.




Ditetapkan di	:	Desa Pesidi
Pada tanggal	:	18 Mei 2026
KEPALA DESA PESIDI

TTD

(FAIZIN)




Diundangkan di  Desa Pesidi
Pada tanggal : 19 Mei  2026
SEKRETARIS DESA PESIDI

[bookmark: _GoBack]TTD


ERY MUSFIAH

LEMBARAN DESA PESIDI TAHUN 2026 NOMOR 4
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BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN 
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
Nomor : 04/BA/025/2026

Berkaitan dengan Kewenangan bersadarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Pesidi Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, pada:

Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Mei 2026
Jam		: 13.00 sd selesai
Tempat	: Aula Desa Pesidi Kecamatan Grabag 

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Kewenangan bersadarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun, dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan Musyawarah Desa tentang Kewenangan bersadarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah:
A. Materi
a. Penyampaian aspirasi masyarakat;
b. Penyampaian Hak Asal Usul Desa;
c. Penyampaian Kewenangan Lokal berskala Desa;  
B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber
Pemimpin Rapat	: Ketua BPD (Mahmudin)
Notulen		: Sekretaris Desa ( Ery Musfiah)
Narasumber		: Retno Wulandari selaku Pendamping Desa Pesidi
Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah yaitu:
1. Menyepakati dan menerima aspirasi masyarakat terkait dengan Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan keweanngan Lokal Berskala Desa.
2. Menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa, dan meminta pertimbangan Badan Permusyawaratan Desa atas Persetujuan Rancangan Peraturan Desa;
3. Menyepakati Musyawarah Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Keweangan Lokal Berskala Desa antara lain :
1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi :
a. Sistem organisasi masyarakat adat;
b. Pembinaan kelembagaan masyarakat
c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
d. Pengelolaan Tanah Kas Desa;
e. Pengembangan peran masyarakat Desa
2) Kewenagan Desa berdasarkan hak asal usul:
a. Pengelolaan seni budaya setempat
b. Peringatan dan perayaan hari besar adat istiadat setempat.
c. Panataan kelembagaan tradisi desa,meliputi: kaum,tamping, juru kunci dll.
d. Makam/punden,penjaga balai desa, dan penjaga masjid;
e. Penyelesaian sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
f. Pembinaan ketentraman masyarakat;
g. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
h. Pengamanan penetapan gatas pemilikan tanah masyarakat;
i. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan desa;
j. Pendayagunaan tanah-tanah desa untuk keperluan masyarakat desa;
k. Pengelolaan kekayaan dan aset desa;
l. Pelestarian niali-nilai gotong royong masyarakat;
m. Pemakaman Desa dan petilasan; dan
n. Pembinaan rembug-rembug warga
3) Kewenangan lokal berskala desa antara lain:
a. Sesuai kepentingan masayarakat desa;
b. Telah dijalankan oleh Desa;
c. Mampu efektif dijalankan oleh Desa;
d. Muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
e. Program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa;
4) Kewenangan lokal berskala desa meliputi:
a. Pengelolaan tambatan perahu
b. Pengelolaan pasar Desa;
c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
d. Pengelolaan jaringan irigasi;
e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
h. Pengeloaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
i. Pengelolaan embung Desa;
j. Pengelolaan air minum berskala Desa; dan
k. Pembuatan jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
5) Kewenangan lokal berskala desa setelah dilakukan identifikasi dan inventarisasi meliputi :
a. Pengukuran,pelacakan dan sketsa peta batas desa;
b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
c. Pendataan dan pengelolaan data statistik desa;
d. Pengelolaan aset milik desa;
e. Pelaksanaan kerjasama antar desa;
f. Pengelolaan aset milik desa;
g. Pengelolaan arsip desa;
h. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
i. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa;
j. Pengelolaan ekonomi lokal desa;
k. Pengelolaan lumbung desa;
l. Pengembangan dan pelaksanaan dan pendayagunaan teknologo tepat guna;
m. Pengelolaan lumbung desa;
n. Pembinaan keamanan, ketertiban, kerukunan dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa;
o. Pengembangan lembaga kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat desa;
p. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dan pemerintah daerah;
q. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) milik desa;
r. Pengembangan produk unggulan desa dan pengembangan pusat perekonomian desa;
s. Pengelolaan wisata milik desa;
t. Pengelolaan persampahan berskala desa;
u. Pembinaan olehraga desa;
v. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa; dan
w. Peningkatan kapastitas aparatur desa, BPD dan lembaga desa lainnya.
4. Menerbitkan SK Persetujuan BPD sebagai lampiran Penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Keweanagan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Keweanagan Lokal Berskala Desa Pesidi Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang; 

Pesidi, 13 Mei 2026
	Kepala Desa Pesidi
	
	Ketua BPD Desa Pesidi

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Faizin
	
	Mahmudin






DAFTAR HADIR
	Hari,tanggal
	:
	Rabu, 13 Mei  2026

	Tempat
	:
	Balai Desa Pesidi

	Acara 
	:
	Musyawarah Desa tentang Kewenangan bersadarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun Anggaran 2026

	No
	Nama
	Jabatan
	Alamat
	Tanda Tangan

	1
	MAHMUDIN
	Ketua BPD
	Pesidi II
	1
	

	2
	FAIZIN
	Kepala Desa
	Pesidi II
	
	2

	3
	JOKO BUDI LASTORO
	Wa.Ka BPD
	Blancir
	3
	

	4
	ERNI LUKFIYAH
	Sekr.BPD
	Jombar
	
	4

	5
	MAHUDI
	Anggota BPD
	Jetis
	5
	

	6
	SURATNO
	Anggota BPD
	Sawahan
	
	6

	7
	SUPRAYITNO
	Anggota BPD
	Pesidi I
	7
	

	8
	SRI ENI
	Anggota BPD
	Pesidi I
	
	8

	9
	ERY MUSFIAH
	Sek.Des
	Pesidi II
	9
	

	10
	WIRYANTO
	Ka.Keuangan
	Pesidi II
	
	10

	11
	BUDI SETYAWAN
	Ka.Um Prc
	Blancir
	11
	

	12
	TRIWANTO
	Ks.Pemrthn
	Blancir
	
	12

	13
	PANUT
	Ks.Kesjahtra
	Blancir
	13
	

	14
	RIYADI
	Ks.Pelayanan 
	Blancir
	
	14

	15
	ROHMADI
	Kadus
	Pesidi I
	15
	

	16
	BUDI ROMLI
	Kadus
	Pesidi II
	
	16

	17
	ROFI’I.B
	Kadus
	Blancir
	17
	

	18
	ISRO’I
	Kadus
	Gentan
	
	18

	19
	JOKO SETIAWAN
	Kadus
	Jombar
	19
	

	20
	RIBUT
	Kadus
	Sawahan
	
	20

	21
	MUHAMAD ALWI
	Petugas Desa
	Pesidi II
	21
	

	22
	MUNIR
	Petugas Desa
	Mlambong
	
	22

	23
	
	
	
	23
	

	24
	
	
	
	
	24

	25
	
	
	
	25
	




Pesidi,  13  Mei 2026
           Kepala Desa Pesidi
                                                                          



                                                                                            F A I Z I N



























DOKUMENTASI
	Hari,tanggal
	:
	Rabu, 13 Mei  2026

	Tempat
	:
	Balai Desa Pesidi

	Acara 
	:
	Musyawarah Desa tentang Kewenangan bersadarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Tahun Anggaran 2026
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